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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

5.1.1. Pengaruh Komponen PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 

1. Pajak Daerah 

Pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian 

Keuangan Daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen PAD, 

sehingga apabila penerimaan pajak daerah dapat dimaksimalkan maka 

akan meningkatkan perolehan PAD. Daerah yang memiliki pajak daerah 

tinggi dapat menciptakan kemandirian keuangan daerah dan tidak lagi 

bergantung pada dana dari pemerintah pusat. 

2. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan 

Daerah. Hal ini dikarenakan belum optimalnya penerimaan retribusi daerah 

karena rata-rata kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 11,04% yang 

jauh lebih kecil dari kontribusi Pajak Daerah sebesar 30,14%. 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan 

Hasi Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap 

Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini dikarenakan kontribusi dari hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih belum optimal dan 
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terdapat komponen lain yang memberikan kontribusi lebih banyak dalam 

mempengaruhi pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah. 

 
5.1.2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 

 Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian 

Keuangan Daerah. Ketika dana perimbangan meningkat maka kemandirian keuangan 

daerah akan turun karena besaran dana perimbangan merupakan cerminan 

ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin besar transfer Dana 

Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah 

daerah bergantung kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya. 

 
5.1.3. Pengaruh Investasi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 

 Investasi tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini 

dikarenakan pemerintah daerah belum menjadikan belanja modal untuk kebutuhan 

investasi sebagai priotitas utama sehingga tingkat investasi yang dilakukan pemerintah 

daerah masih rendah. 

 
5.1.4. Pengaruh Likuiditas terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 

 Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. 

Likuiditas yang tinggi merupakan indikator bahwa risiko rendah. Artinya, 

kemungkinan kegagalan membayar kewajiban lancar akan kecil. Namun, kemampuan 

untuk menghasilkan laba semakin rendah karena dana yang dapat digunakan untuk 

investasi yang menguntungkan dicadangkan untuk memenuhi tingkat likuiditas 
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5.1.5. Pengaruh Leverage terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 

 Leverage tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini 

dikarenakan pembiayaan eksternal pemerintah daerah tidak hanya melalui hutang 

melainkan berasal dari dana bantuan pemerintah pusat dimana memiliki nominal yang 

cukup besar tanpa tanggungjawab pengembalian. 

 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif 

terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut ini tidak sesuai dengan penelitian 

Ayu (2016) yang menyatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap 

kemandirian keuangan daerah. Namun, untuk variabel dana perimbangan memiliki 

hasil yang konsisten dengan penelitian Ayu (2016) yang menyatakan dana 

perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Selain itu, 

variabel hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan juga memiliki hasil yang 

konsisten dengan penelitian Ayu (2016) yang menyatakan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. 

 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: 

1. Periode penelitian hanya tiga tahun yaitu 2014-2016, hal ini dikarenakan 

laporan keuangan pemerintah daerah untuk tahun sebelumnya belum dapat 

diperoleh secara lengkap melalui website DJPK Kementerian Keuangan. 
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2. Penelitian tidak menggunakan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Timur karena data yang diperoleh tidak lengkap. 

 
5.3. Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya dan untuk 

Pemerintah Daerah antara lain: 

1. Saran untuk penelitian selanjutnya: 

Penelitian selanjutnya diharapkan mampu melengkapi data dengan 

menghubungi pemerintah terkait dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur yang belum dapat diteliti dalam penelitian ini. 

2. Saran untuk Pemerintah Daerah:  

Berdasarkan hasil penelitian, ada pengaruh yang signifikan dari variabel 

pajak daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan 

daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengambil langkah-

langkah yang efektif untuk mampu memaksimalkan penerimaan daerah 

melalui pajak daerah. Langkah-langkah tersebut tersebut dapat dilakukan 

dengan melakukan pembenahan pada sistem pengelolaan pajak daerah 

yang ada melalui perencanaan dan pengembangan peraturan-peraturan 

yang ada terkait pajak daerah. Usaha peningkatan penerimaan daerah 

melalui ekstensifikasi perlu diupayakan dengan menciptakan sumber 

penerimaan baru dengan melibatkan dinas-dinas terkait yang pada akhirnya 

akan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan 
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maka akan semakin besar pula peluang untuk mencapai kemandirian 

keuangan daerah. Dengan dimaksimalkannya pajak daerah diharapkan 

ketergantungan dengan dana perimbangan akan berkurang. 

Ketergantungan terhadap dana perimbangan sebesar 61,71% harus dapat 

diminimalkan dengan mencari sumber-sumber pendapatan potensial di 

setiap daerah. 
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